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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran 

dan Tantangan Amicus Curiae Dalam Kasus Sengketa Pemilihan Presiden 

2024 di Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Amicus Curiae dalam sengketa pemilihan Presiden 2024 di 

Mahkamah Konstitusi mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat 

dalam proses demokrasi. Dengan memberikan perspektif hukum yang 

objektif, Amicus Curiae berperan dalam memastikan bahwa putusan 

MK tidak hanya berlandaskan aspek prosedural, tetapi juga 

mempertimbangkan prinsip keadilan substantif. Meskipun tidak 

diakui secara eksplisit sebagai alat bukti dalam Peraturan MK terkait 

PHPU, pendapat Amicus Curiae tetap dapat diajukan berdasarkan 

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.  

2. Dampak Amicus Curiae dalam sengketa Pemilihan Presiden 2024 di 

Mahkamah Konstitusi memberikan dampak signifikan terhadap 

proses persidangan dan putusan hakim. Selain menambah perspektif 

hukum bagi majelis hakim, keterlibatan pihak ketiga ini juga 

menegaskan prinsip demokrasi dan keadilan dengan memastikan 

transparansi serta partisipasi publik dalam proses peradilan. Amicus 

Curiae berperan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, 

mempengaruhi keputusan hakim, serta memicu perdebatan publik 

yang dapat meningkatkan kesadaran demokrasi.  

3. Tantangan Amicus Curiae dalam sengketa Pilpres 2024 menguji 

netralitas, kredibilitas, dan efektivitas perannya dalam memberikan 

pandangan hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Tekanan politik, 

persepsi publik yang dipengaruhi media sosial, serta kompleksitas 
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hukum menjadi hambatan utama yang dapat memengaruhi 

objektivitas pendapat mereka.  

5.2. Saran 

1. Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2024, peran Amicus 

Curiae menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga 

demokrasi dan keadilan elektoral. Namun, keterbatasan pengaturan 

mengenai Amicus Curiae dalam Peraturan MK tentang PHPU dapat 

menjadi tantangan dalam memberikan dampak yang lebih signifikan 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu ada 

regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait peran serta kedudukan 

Amicus Curiae dalam sengketa pemilu, sehingga kontribusi akademisi, 

pakar hukum, dan masyarakat sipil dapat lebih terstruktur serta 

memiliki bobot yang lebih kuat dalam pertimbangan hakim konstitusi.  

2. Untuk meningkatkan efektivitas peran Amicus Curiae dalam sengketa 

Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi, diperlukan regulasi yang 

lebih jelas mengenai mekanisme penerimaan dan pertimbangan 

terhadap pendapat yang diajukan. Mahkamah Konstitusi sebaiknya 

menetapkan standar yang lebih transparan dalam menilai bobot 

argumentasi yang disampaikan oleh Amicus Curiae, guna memastikan 

bahwa hanya pendapat yang objektif dan berbasis hukum yang 

dijadikan pertimbangan dalam putusan.  

3. Selain itu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Amicus Curiae 

dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, diperlukan 

langkah-langkah strategis yang memastikan independensi, keamanan, 

serta efektivitas peran mereka dalam proses hukum. Mahkamah 

Konstitusi harus memperkuat regulasi yang mengatur keterlibatan 

Amicus Curiae agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan 

politik.  
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